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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan [Admin PPID memahami Perbub No. 16 Tahun 2020 tentang pedoman
/ Informasi Publik; pengelolaan Layanan Informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah
| 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Layanan |Kabupaten Ciamis Admin PPID melkakukan pendokumentasian Informasi Publik
W Informasi Publik; melalui sistem Aplikasi situ yang kemudian Terintegrasi pada website PPID
'u. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan |Kabupaten Ciamis

Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;




5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi  Nomor 1

Prosedur Penyelesaian Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pegelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
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Tahun 2013

Komunikasi dan Informatika;

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

%

KETERIKATAN

1. Dokumentasi Informasi Publik

SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

2.
Ciamis

3. Komputer,Printer,Scanner
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